PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 82881
Email ; kominfo@uwutimutkab go id

SURAT PESANAN

DINAS KOMUNIKASL, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN :
SURAT PESANAN (SF) NOMOR DAN TANGGAL Sp
900/1051/SPK/DISKOMINFO-5P
TANGGAL 02 NQM’EMHE\R 2022
b

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama . INNE YUNITA AHMAD, S. Kom

NIP : 19790619 200604 2 025 )

Jabatan . Fungsional Pranata Humas Ahli Muda (PPK)

Alamat - J1. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur,

Provinsi Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Nama . HENDRICO DHARMADI ¥

Jahatan : General Manager PT. SAMAFITRO

NPWP : 01.310.908.7-073.000

Alamat : JL Ir. H. Djuanda No. 8, Kebon Kelapa Jakarta Pusat.

selanjulnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
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SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
g. Penyedin
1. Penyedin memiliki hak menerima pembayaran atos pembelion barang sesuai dengan
totul harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedin memiliki kewajiban:

a. lidak membuat dan/atnu menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang
tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lehih mahal dari harga barang yang
dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempal
seria spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

¢. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada
(30 November 2022) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab alas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pcjabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini. .

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada); e )

g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan Ketentuan garansi masing-masing
barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
I. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di
dalam SP ini.

b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

¢. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. harang rusak akibat cacat produksi;
2, barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atan
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebapaimana
tercantum pada SP ini.

d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada), '

e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing
barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP
ini; dan

b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia sepert
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2.  Wakmu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada (30 November 2022) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Kominfo-SP JI. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi
Sulawesi Selatan
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4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 05 Desember 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesaban Tanda Bukti Pedanjian melalui PPHP menerima
harang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang scbagaimana tercantum

pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas
cacal mutu atau kerusakan barang tersebut,

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacal mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pgjabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7{tujuh) hari kerja.

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan puma jual,

3. Rincian harpa SP sesuai denpan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sehagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
I, Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barangfjasa yang bersifat standar
dilakukan untuk pekerjasn seperti penginman barang (distribusi barang) dan
Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Samuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang
bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan
ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9, Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan  jadwal pengiriman  barang  aftas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia vang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Pecjanjian.
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10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat  diberikan  kepada  penyedin  dalam  hal  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjien terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedin.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tandn Buktl Perjanjion dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayann Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekaysan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk

b. ﬁl;:;ia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjinn dari atau atas semua tuntulan, langgung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

12, Jaminan Bebas Cacat Mutw/Garansi

a, Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk
menjamin ~ bahwa  sclama  penggunaan  secara  wajar  oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka wakmu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut
selama Masa Layanan Pumajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yvang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan  menghitung biaya perbaikan yang  diperlukan dan  Pejabat
Penandatangan/Pengesshan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atan melalui pihak
ketiga vang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan terscbut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian. Biaya terscbut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatanpan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dar nilai
tagihan Penyedia.

3. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan Transfer; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)
dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

4. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menangpapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (lujuh) hari kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui
e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atan
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3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari
harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan,
jumlah, dan tempal serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:

l. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
e. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat  Penandatangan/Pengesshan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar,
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pegjabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila;

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SF,

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalaifcidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atsu pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f. penpaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persainpan schat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya

5 (lima) hari kega setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis

kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan
sesual ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi
keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP,

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya

5 (lima) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan

SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambal menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar
1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum
dalam SP ini untuk setinp hari keterlambatan.
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17. Keadnan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnyn, schingga kewajiban yang ditentukan dalam 5P menjadi
tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan
Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kolender sejak terjadinya
Keadoan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

c. Tidak termasuk Keadoan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuntan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar
tidak dikenakan sanksi.

c. Setelah terjodinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penvelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan
akan disclesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atan pengadilan negeri dalam wilayah
hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam
bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya
pelaksanaan pekerjaan,

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing
memiliki kekuatan hukum yang sama.

e

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
Dinas Kominfo-SP, e (KSO)
Pejabat Pembpat Knmimﬂ‘./ L@J E , v
; itra
ih

G SAR0 | B2RDA0ED
INNE YUNITA!AHMAD, S. Koin HENDRICO DHARMADI +
NIP. 19790619 200604 2 025 General Manager
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Alamal ; Jalan Soekarno Hatta Nomer - Malill 82081
Emall : kominfo@hwutimurkab,ge i

SURAT PESANAN

DINAS KOMUNIKASL, INFORMATIEA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN :
SURAT PESANAN (5P) NOMOR DAN TANGGAL 5P
900/1053/SPE/DISKOMINFO-SP
TANGGAL vj',]3 NOVEMBER 2022

fang bertanda tangan di bawah ini :

Jama : INNE YUNITA AHMAD, S. Kom

JIP ;19790619 200604 2 025

abatan . Fungsional Pranata Humas Ahli Muda (PPK)  +

\lamat . J1. Soekamo Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur,

Provinsi Sulawesi Selatan

elanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Nama : HENDRICO DHARMADI

labatan :  General Manager PT. SAMAFITRO «

NPWP :  01.310.908.7-073,000

A lamat : J1. Ir. H. Djuanda No. 8, Kebon Kelapa Pusat.
ielanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

P

Rincian Barang
Daftar Produk PAKET

=S—— i e T Tﬂg-g-a]

I

Nama Produk Kuantitas :]{::“ Harga Satuan | E:ﬂ | Pengiriman | Total Harga

. . | ANE - Produk
waoot- |||
s s |R Rp !3{} November Rp

| p I |

e 0 ‘ID"‘ 24,567.240,00 800.000,00 2022 149.934.480,00
e | |

TERBILANG : Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat
Ratus Delapan Puluh Rupiah
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ARAT DAN KETENTUAN

| Hak dan Kewnjiban
e Penyedin

I, Penyedin memiliki hak menerima pembayaran stas pembelion barng sesuai dengan
| fotad hargn dan wakin yang tercantum df dalam S1° inl,

2. Penyedin memiliki kewajiban:

0. tidak membuat dan/utou menyampuikan dokumen dan/atnu keterangan lain yang
tidnk henar untuk memenuhi persynratan Katalog Elekironik;

b, tidak menjual harang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga harang yang
dijual selain melnlui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat
sertn spesifikasi teknls dan persyaratan yang samii,

¢, mengirimkan barang sesuni spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada
(30 November 2022) sejak SI* ini diterima oleh Penyedin;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantites barang yang dipesan;

¢, mengganti barang setclah Pejabat Penandatangon/Pengesahan Tanda Buktl
Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Pencrima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacal produksi;

2, barang rusak pada saal penginiman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atan

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang schagaimana
tercantum pada SP ini.

f, memberikan layanan tumbahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatiban (apabila ada);

B memberikan layanan purnajual scsuai dengan ketentuan garansi masing-masing
barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
I. Pejubat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di
dalam SP ini,

b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

¢. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2, barang rusak pada sant pengiriman barang hingga barang diterima oleh

Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atan
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini,

d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada);

¢. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing
baran

2. Pejabat Peimmgarﬁ?mgmhm Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

g. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP
ini; dan

b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada),

2, Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada (30 November 2022) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3, Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Kominfo-SP JI. Soekamo Hatta, Puncak Indah Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi
Sulawesi Selatan
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Tanggal Bamng Diterima
Barang diterima pada 05 Desember 2022

Pencrimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejobat Pennndatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjion melalui PPHP menerima
barang dan melokukan pemeriksaan barang berdasarkon ketentuan di dalam 8P ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa;
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2, harang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang schagaimana tercantum
pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas
cacal mutu atau kerusakan harang tersebut.

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan,

e. Penyedia bertangpungjawab atas cacat mufu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7{tujuh) har ketja.

6. Harga
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga 5P telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Fcngnlihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
. Pengalihan sehagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar
dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari
Penyedia kepada Kementernian/Lembapa/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Tnstitusi;
dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang

bersifat tidak standar misalnya untuk pekedaan konstruksi (minor), pengadaan
ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disctujui oleh para pihak dalam hal tegadi
perubahan  jadwal  penginman  barang  atas  permintaan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Peranjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buksi Pecjanjian.
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Peristiwa Kompensasi

. Peristiwn Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia  dalam  hal  Pejabat
Penandatangan/Pengesohan Tanda Bukti Perjanjinn terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjoan kepada Penyedin,

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tondo Bukti Perjanjion dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

|

|

|, Hak Atas Kekayoan Intelektual

" a Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk
apapun.

b. PI::!:.rudiu berkewajiban untuk menanggung Pejabal Penandutangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari atau atas semua luntutan, langgung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
schubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

2. Jaminan Bebas Cacat Mutw/Graransi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk
menjamin  bahwa  selama  penggunaan  secara  wajar  oleh  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacal
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut
selama Masa Layanan Pumajual,

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka
wakiu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan  menghitung  biaya perbaikan yang  diperlukan dan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

a. pembayaran prestasi hasil pekerjean yang disepakati dilakukan oleh Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan Transfer; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%% (seratus perseratus)
dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan,

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui
e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
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3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari
harga Barang/Jasn yang dijual selain melalui e-PPurchasing pada periode penjualan,
jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:

1. pcﬁngumn tertulis;

2. dends; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakuken:

a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman duri Katalog Elektronik (e-Catalogue).
| ¢ TataCara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda B ukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP ‘ , o
Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar, _

utusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:

a kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b, berdasarkan penelifian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

¢. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

¢. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atan pelanggaran
persaingan schat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang,

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya
§ (lima) hari kerja setelsh Pejabat Penandatanpan/Penpesahan Tanda Bukti
Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis
kepada Penyedia.

¢. Pemuiusan SP olch Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan
sequai ketentuan SP atan adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi
keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak mcmenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angke 1) dilakukan selambat-lambatnya

5 (lima) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan

SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti

Perjanjian.

H R

b.

6. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambal menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar
1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum
dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
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Kceadaan Kahar

a. Kcadaan Kahar adalah suat keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehinggn kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi
tidak dapat dipenuhi,

b. Dalam hal terjodi Keadaan Kahar, Penyedin memberitahukan tentang terjadinya Keadaan
Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian secara tertulis
dalam waktu selambat-lambatnyn 14 (empat belas) hari kalender sejak terjudinya
Keadnan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

¢, Tidak termasuk Keadasn Kahor adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

d, Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar
tidak dikenakan sanksi.

e. Sctelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapal melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP.

3. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk
berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari
atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan, Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan
akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeni dalam wilayah
hukum Republik Indonesia.

9, Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa ftidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam
bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung mauvpun tidak
langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SF ini.

0. Masa Berlaku 5P

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya
pelaksanaan pekerjaan.

emikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing
werniliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kominfo-SP
Pejabat Pembypat Kumitm::}l.

v i
INNE YUNITA AHMAD, S. Kom HENDRICO DHARMADI #
NIP. 19790619 200604 2 025 General Manager
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Alamal ; Jalan Sookermo Hatta Nomor - Malih 82581
Emall | kominfodtiwitimrkat go id

SURAT PESANAN

DINAS  KOMUNIKASI,  INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

SURAT PESANAN (5P NOMOR DAN TAMNGGAL 5P !
900/1060/SPK/MISKOMINFO-SP  Tanggal 07
November 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Wama ¢ INNE YUNITA AHMAD, 5. Kom

NIP © 19790619 200604 2 025

Jshatan : Fungsional Pranata Humas Ahli Muda (PPK)

Alamal ¢ JL Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur,

Provinsi Sulawesi Sclatan

sclanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Mama : MULYA SAPUTRA

Jabatan : Direkiur PT, Global Sukses Digital (DOSS)

NPWP : 03.312.731.7-077.000

Alamal ¢ Ratw Plazs Lantai Dasar Unit G234, J). Jend. Sudirman Kav. 9 Gelora

Tanah Abang Jakara Pusat DKI Jakarta 10270,
sclanjutnya discbut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Borang
Daftar Produk PAKET
—== ——— S P
: Mata | Harga
Namas Produk :Hulnlihﬂ! Vang ;H-rga SIWIII. I{I:igm | PE;E::::‘IH | Total Harga

— e

4721500999-PEP- | | . ; |

006982017 ! , .
' 24 DR Rp |R 0.00 121 November  Rp

AR YT (ol e | ! P10 202 '54.000.000,00

Lasm 18- 0mm) [L{°E-
TMIK ATVIDK ATIK ATHI
AT |

‘IE.Mﬂ.ﬂﬂﬂ,ﬂﬂ '
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SYARAT DAN KETENTUAN

1. Tk dan Kewajiban
n. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan
total hirga dan wakiu yang tercantam di dalam P ini,
2. Penyedia memiliki kewajiban;

o tidak membual danfatan menyampaikan dokumen dandatan keterangan lain yang
tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b, tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebil malial dian harga barang yang
dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan lempat
serta spesifikasi teknis dan persyuratan yung sama,

c. mengirimkan barang scsuai spesifikasi dalam SP ini sclambat-lambainya paia
(21 November 2022} scjuk SP ini diterima oleh Penyedia,

il. bertanggungjawab alas keamanan, kualitas, dan koantitas barang yang dipesan,

e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukri
Perjanjinn melatui Pejabat/Panilia Penerima Husil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemenksaan barang dan menemukan balwa:

1. barang rusak ukibal cacal produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima olch
Pejabal Penandalangan/Pengesuhan Tanda Bukti Peranjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini,

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada);

g. memberikan layanan pumajual scsuai dengan ketenfuan garansi masing-masing
barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANIIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tunda Bukti Perjanjian memiliki hal:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di
dulaim SP ini.
h. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
I. barang rusak akibat cacal produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang ditenma oleh
Pejabat Penandalangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barung yung diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang scbagaimana
tercanium pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi. testing, dan
pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan pumajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing

barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP
ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
¢. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti
instalasi, testing, dan pelatiban {apabila ada).

2. Wakm Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatriya pada (21 November 2022} sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3, Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

DINAS KOMINFO-SP JL. SOEKARNO HATTA KECAMATAN MALILI KABUPATEN
LUWU TIMUR
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4. Tanggal Barang Diterima
Barang direrima pada 16 November 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatangan/Tengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
H:ulm Perjanjian menemukan bahwa;
barang rusak akibat cacat produksi;
2, barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejubai
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yvang diterima tidak sesusi dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum
pada SP ini.

Maka Pejubat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli Perjanjian dapal menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas
cacal mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pcjubat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli Perjanjian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemeriksaan atau uji muty terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian dapal memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian
terhadap barang yang diangpap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli
Perjanjian mengandung cacat muty atau kerusakan,

e. Penyedia berangrungjawab alas cacat mutu atan kerusakan barang dengan memberikan
penggantian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja.

6. Harga
1. gl"'ll:jalr.z‘ll Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peganjian membayar kepada Penyedia
atas peloksanaan pekerjann sebesar harga yang tercanfum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan {apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rineian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah yung dibebankan olch hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semupa pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga 5P,

8. Pengalihan dan/atan subkontrak
a Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik scbagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan,
b. Pengalihan sehagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
I. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang(jasa yang bersifat standar
dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari
Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Dacrah/Institusi,
dan
2. Pengalihan schagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang
bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan
ambulans, ready mix, hot mix dan lain scbagainya.

9. Perubahan SP

o SP hanya dapat diubah melalui adendum SP,

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan  jadwal  pengiriman  barang  ats  permintaan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Buki Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

B8 Dipindai dengan CamScanner



?-l-_-'r o
[ F

10. Peristiva Kompensasi
a, Peristiwa Kompensasi dapat  diberikan  kepada penyedin  dalam  hal  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjunjian terlambal melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejobat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Peranjion dikenakan ganti rugl alias
keterlambatan pembayaran sebesar

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

n. Penyedin berkewnjiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk
apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjunjian dari ataw atas semia tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejubat Penandatangan/Pengesahan Tanda Hukti Perjanjian
gehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipla,
mcrek dagang, hak paten, dan bentuk HAKID lainnya yang dilakukan atao didugs
dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutw/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk
menjamin  bahwa  selama  penggunaan  secara  wajar  oleh  Pejabat
PenandatanganPengesahan Tanda Bukt Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang dischabkan oleh tindakan atan kelalaion Penyedia, atau cacat mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja,

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 {dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka wakiu lain yang diletapkan dalam SP ini,

c. Pejabat PenandatanganPengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut
selama Masa Layanan Pumajual,

d. Terhadap pemberitabuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atay mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

¢ Jika Penyedia tidak memperbaiki atau menggant Barang akibat cacat mutu dalam jangka
waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan menghitung biaya perbaikan  yang  diperlukan  dan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secars langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk cleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Petjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebul sesuai dengan klaim yang diajukan secara teriulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Biaya tersebut dapat
dipotong olch Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
2. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan Transfer; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)
dun bukli penyerahan pekerjaan diterbitkan,
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian  melalukan  proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja seteluh PPE
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah,

14, Sanksi
& Penyedia dikenakan sanksi apabila:

I. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;

1. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui
e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari
harga Barang/Jusa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan,
Jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
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b, Penyedin yang melukukan perbuntan sehagaimana dimeksud dalam buruf @ dikenakan
sanksi administratif berupa:

|. peringalun leriulis,
1. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghentian sementara dalam sisten transaksi e-Purchasing. atay
b, penurunan pencaniuman dari Kutalog Elekironik {e-Catalogue),
¢, Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat  Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti  Perjanjian  mengenakan  sankss
sebagaimana divnaksud dalam huruf o dan hurul b berdasarkan ketentuan mengenat sanks
sebagaimana diatr dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.
b. Pemutusan SP olch Pejubat Penandatangan/Pengesahan Tanda Dukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:

4. kehutuhan barang/fjasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhimya SP;

b. berdasarkan penelition Pejabat  Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelessikan pekerjaan;

¢, setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjean sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
Barang/lasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d Penyedia lalailcidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka wakto yang telah ditetapkan;

¢ Penyedin terbukli melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang: dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atsu pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang.

9. Pemutusan SP schagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya
5 (Lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian menyampaikan pemberitshuan rencana pemutusan SP secarn tertulis
kepada Penyedia.

¢. Pemutusan SP oleh Penyedia
"1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai herikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan
sesuai ketentuan SI* atan adendum 5P;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesshan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi
keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

¢. Pejabat Penandatangan/Penpesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 5P atau Adendum SP.

2, Pemuiusan SP scbagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambamya
7 {Tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitabuan rencana
pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian.

16, Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terflambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka wakm sebagaimana
ditctapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan schesar

1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum
dalam SP ini untuk sctiap hari keterlambatan,

17. Kenduan Kahar
2. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkimkan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukuan dalam SP menjadi
tidak dapat dipenuhi.
b. Dalam hal terjudi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan
Kahar kepada Pejabal Penandatangan/Tengesahan Tanda Bukti Perjanjian sccara termulis
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya

B8 Dipindai dengan CamScanner



LI

Keadaan Kuhar yang dikeluarkan oleh pihakdnstansi yang berwenang sesi ketentuan
peraturan perundang-undangan,

¢, Tidak termasuk Keadoan Kabar adalale bal-hal memgikan yang disebabkan olel;
perbunatan aiau kelalaian para pihak,

. Keterlambatan pelaksanann pekerjoan yang diakibatkan oleh tenadinya Keadaan Kabar
tidak dikenakan sanksi,

e. Seteluh terjaudinys Keaduan Kabar, pars piliak dopat melukukan kesepukatan, yang
dituangkan dalam perubahan 8P,

18 Penyclesaian Perselizihan

Pejabat PenandatanganPengesahan Tanda Bukt Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk
berupaya sungguh-sungpuh menyelesuikan secarm damai semua perselisihan yang timbul diri
atau berhubungan dengan 5P ini atan interpretasinya selama atau setelab pelaksanaan
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan
akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah
hukuim Republik Indonesia.

. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin  bahwa tidak satu pun personil samwan  kerja  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan mencrima komisi dalam
bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap 5P ini,

. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku scjak tanggal SP ini ditandatangani olch para pihak sampai dengan sclesainya
pelaksanaan pekerjaan.

08 s/d 21 November 2022

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Unmuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia/® emitraan
Dinas Komunikasi, Informatika - SP, (K50
(P,
PT. GLOBAL GITAL
INNE YUNITA AHMAD, §. Kom MULYA BAPUTRA
NIP. 19790619 200604 2 025 Direktur
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SURAT PESANAN (5P)

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKAS!, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 825981
Email : kominfo@luwutimurkab go id

SURAT PESANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mama
NIP :
Jabatan =
Alamat

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
NOMOR DAN TANGGAL SP : 09 November
2022, 01/PPK2-KOMINFO-SP/X1/2022

Provinsi Sulawesi Selatan. s
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Mama

Jabatan
NPWT
Alamat

YUDI SANJAYA

Direktur CV, FIBER MEDIA UTAMA

04.370.359.5-803.000
¢+ JI. Andi Tabacina Mo. 95 BT 002 RW 001 Kertoraharjo, Tomoni, Kab.

Luwu Timur
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

INNE YUNITA AHMAD, 5. Kom
19790619 200604 2 025
Fungsional Pranata Humas Ahli Muda
: Jl. Soekamo Hatta, Desa Puncak Indah, Kec, Malili, Kab. Luwu Timur,

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Dafiar Froduk PAKET

Harga Tanggal

Kuanti | Mata | Harga Satuan 52 ; Total Harga
Mama Produk Kirim Terima
tas | Uang (Rp) (Rp) Produk (Rp)
Godox TL60 Full-Color p 21 November £.300.000
et Tl Dl 2 | DR 3.150.000 e 300000
Sony PX470/Voice
Recorder Sony PX470| 2 | IDR 1350000 - |2 ";";ﬁ“"“ 2.700.000
Recorde Sony PX470
Zhiyun-Tech WEEBILL
2 gimbal Stabilizer With | 1 | IDR 1.350.000 21 November | 2,700,000
Rotating Touchscreen
Senheiser EW 100 ENG
G4/EW 100 ENG-| 1| | mrR | 10.700.000 2R <" | 10.700.000
G4/Mic
Lempu Video LED
Godox SOOLR Lighting| 2 | IDR aso0000| - |2 ”;E“""” 9.000.000
Video Profesional
Sub Total | 42.200.000
PPN - 11% | 4.642.000
Total Pembayaran |  46.842.000

TERBILANG : Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupizah
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SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan
total harga dan wakiu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat danfatau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui Toko Daring lebih mahal dari harga barang yang
dijual selain melalui Toko Daring pada periode penjualan, jumlah, dan tempat
serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada
(tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada);

g. memberikan layanan pumajual sesuai dempan ketentuan paransi masing-
masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANIIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di
dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
¢. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saal pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebapaimana
tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing,
dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-
masing barang,
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam
SP ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
¢. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada (29 November 2022) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
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3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alomat sebagai berikul:

DINAS KOMINFO-SP JL.. SOEKARNO HATTA KECAMATAN MALILI KABUPATEN
LUWU TIMUR

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 21 November 2022

5, Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum
pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas
cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian
terhadap barang yang dianggap Pejabat Pemandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan
penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

. Har
6 3 gjgejabat Penandatanpan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam dafiar kuantitas dan
harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan,
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/fjasa yang bersifat standar
dilakukan untuk pekegaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari
Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang
bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan
ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
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Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum 8P,

b. Perubahan SP dapat dilakukan aspabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan  jadwal  pengiriman  barang  atas  permintaan  Pejabat
Penandatangan/Penpesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

—

10. Peristiwa Kompensasi
a. Perisiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatanpan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a, Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok
tidak melangpar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam
bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menangeung Pejabat Penandatanpan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia denpan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat
dezain, bahan, dan cara kerja,

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau janpka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Pumajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e, Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia.

13. Pembayaran
a pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan;
1. penyedia telah mengajukan tagihan; .
2. pembayaran dilakukan dengan Transfer ke Rekening Bank Negara Indonesia
(BNI) dengan Nomor Rekening 1329536123; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
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¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang sclambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah
PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14, Sanksi
2. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
2, Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalui Toko Daring dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3. menjual barang melalui proses Toko Daring dengan harga yang lebih mahal dari
harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui Toko daring pada periode penjualan,
jumlah, dan tempat seria spesifikasi teknis dan persyaralan yang sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa;
1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghentian sementara dalam sistem transaksi Toko Daring; atau
b. penurunan pencantuman dari Toko Daning.
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi schagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang Toko Daring.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapal melakukan
pemutusan SP apabila;

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhimya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buki
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
peketjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

¢. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai‘cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atay pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP scbagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penvedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan
sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi
keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
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16.

17.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya 14 (Empat Belas) hari keda setelah Penyedia menyampaikan
pemberitahuan  rencana  pemutusan  SP secara  tertulis  kepada  Pejobat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjnan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjasn dalam jangka waktu schagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harpa atau dari sebagian total harga sebagaimana
tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP
menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan
Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang
timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau sctelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun
tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku 5P

SP ini berlaku sejak tanggal SP imi ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan. Tanggal 0% November s/d 29 November 2022

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kominfo-SP
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Buktj Perjanjian,

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan

NIP. 19790619 200604 2 025 Birektur
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DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK

DAN PERSANDIAN

AMlamal : élulal? Sookamo Hatla Nomaor - Malill 82081
ma

T —

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) DINAS KOMUNIKAS], INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
NOMOR DAN TANGGAL SP : 10 November
2022, 02/PPR2-KOMINFO-SP/X1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| Mama : INNE YUNITA AHHMAD, 5. Kom
| NIP 19790619 200604 2 025
| Jabatan . Fungsional Pranata Humas Ahli Muda
Alamat - J. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur,

Provinsi Sulawesi Selalan. I
Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama . YUDI SANJAYA

Jabatan . Direktur CV. FIBER MEDIA UTAMA

NPWP : 94.370.359.5-803.000

Alamat . JI. Andi Tabacina No. 95 RT 002 RW 001 Kertoraharjo, Tomoni, Kab.
Luwu Timur

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang
Daftar Produk PAKET
; Harga Tanggal
Nama Produk Ku::" ti;lm Hm‘gEaRS;.tuln Kirim Terima TDTRH;I Ea
s a (Rp) Produk P
Epson Workforce Pro
WF-C5790 Wifi Duplex | 1.00 | IDR | 10000000 - |28 ”1“;;;"’“' 10.000.000
All In One Inkjet Printer
Sub Total | 10.000.000
PPN -=11% 1. 1000040
Total Pembayaran | TLI00.G00

TERBILANG : Sebelas Juta Seratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewsjiban
a. Penyedia
1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan
total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban: _
a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
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b. tidak menjual barang melalui Toko Daring lebih mahal dari harga barang yang
dijual selain melalui Toko Daring pada periode penjualan, jumlah, dan tempat
sertn spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

e, mengirimkan barang sesual spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada
(tanggal/bulan/tahun) sejok SP ini diterima oleh Penyedia,

d. bertangpungjuwab ntas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e, mengganti barang setelah Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian melalui  Pejobat/Panitia  Penerima  Hasil Pekerjaan  (PPHP)
melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang vang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
lercantum pada SE ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada):

g. memberikan layanan pumajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-
masing barang,

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di
dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
¢. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian; dan/atan
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing,
dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi ing-
masing barang. LR
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
a. m;lakuknn pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam
SP ini; dan
b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2, Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada (30 November 2022) sejak 5P ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

DINAS KOMINFO-SP JL. SOEKARNO HATTA KECAMATAN MALILI KABUPATEN
LUWU TIMUR

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 28 November 2022
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
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b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejubat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa;

1. barnng rusak akibal cacatl produksi;
2. barang rusak pada sast pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; danfatau

3. barang yoang diterima tidak sesual dengan spesilikasi barang sebagnimana tercantum
pada SP ini.

Moka Pejabat Penandutangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjunjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas
cacat mutu atau kerusakan barang tersebul.

¢. Pejobat Penandniangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis
untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima,

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian
terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacal mutu atau kerusakan barang dengan memberikan
penggantian barang sclambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

6. Harga
' LargPejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar
dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari
Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang
bersifat tidak standar misaloya untuk pekegaan konstruksi (minor), pengadaan
ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan  jadwal  pengiiman  barang  atas  permintaan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .
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11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikinmkan/dipasok
tidak melanggar Hak Atas Kekaysan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam
bentuk apapun,

b. Penyedia berkewajiban untuk menanpgung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan lerhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
schubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

12, Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dani produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa sclama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat
mutu yang disehabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacatl mutu akibat
desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutuini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah
terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

¢, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebul selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e, Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan vang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara lanpsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Penpesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim vang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipoiong oleh Pejabat Pepandatangan/Pengesahan Tanda Bukil Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia,

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan Transfer ke Rekening Bank Nepara Indonesia
(BNI) dengan Nomor Rekening 1329536123, dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah
PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) han kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalui Toko Daring dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3. menjual barang melalui proses Toko Daring dengan harga yang lebih mahal dari
harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui Toko daring pada periode penjualan,
jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan
sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
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2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghention sementarn dalum sistem transaksi Toko Daring; atau
b. penurunan pencantuman dari Toko Daring.
¢, Tatn Cara Pengenann Sanksi

Pejubat Penandatangan/Pengesahan Tondn Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarknn ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana digtur dalam Peraturan Kepaln LKPP tentang Toko Daring,

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karenn pekerjann sudah selesai atau terjudi Keadaan
Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejnbat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

I. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:

a kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhimya SP;

b, berdasarkan penelitian Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjoan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh)
hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetaplkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan olch instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan fentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN danfatau
pelanggaran persaingan schat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar
oleh instansi yanp berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya 5 (Lima) hari ketja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara
tertulis kepada Penyedia,

¢, Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal scbagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan
gesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi
keputusan akhir penyelesaian persclisihan; atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP,

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambainya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan
pemberitahuan rencana pemutusan SP secara lertulis kepada Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana
tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, schingga kewajiban yang ditentukan dalam SP
menjadi tidak dapat dipenuhi.
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b, Dalam hal terjodi Keadaon Kahar, Penyedin memberitahukan tentang terjadinya
Keadnan Kahar kepada Pejobat Penandotangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
secara tertulis dalam waktu selambai-lambatnyn 14 (empat belas) hari kalender sejnk
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pibak/instansi yang, berwenang sesuni
ketentuan pernturan perundang-undangan,

¢, Tidak termasuk Keaduan Kohar adalah hal-hal merugikun yang dischabkan oleh
pechuntan atau kelalainn parn plhak,

d. Keterlumbatan pelaksanan pekerjoan yang dinkibatkan oleh terjudinyn Keadnan
Kahor tidok dikenakan sanksi,

e, Setelah terjadinyn Keadaan Kahor, pars pihok dapat melakukan kesepakatan, yang
ditunngknn dalam perubahan SP,

18. Penyclesainn Perselisihan

Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjunjion dan penyedia berkewanjiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyclesaikan secara damai semua perselisihan yang
timbul dari ataw berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan, Jika perselisihan tidak dapat diselesnikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

' 19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun
tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanpgaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku 5P

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani olch para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan. Tanggal 10 November s/d 30 November 2022

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Unituk dan atas nama

Dinas Kominfo-5P
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda  Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
Bukti Perjanjian,

o] 1
INNE YUNITA AHMAD. S. Kom YU SARJAY A
NIP. 19790619 200604 2 023 Direktur
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DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

PERSANDIAN
Alamal . Jalan Soekarmnao Hatia Nomor - Malili 92981
Email : kominfofluwudimurkab go id
SURAT PESANAN
Nomor : 900/ V0% INP/Diskominfo-SP

Paketl Pekerjaan : Konsolidasi Paket Mobiler
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama ' BUDAYA PONGDALA P, S Korfl

NIP . 19850418 200902 1 004

Jabatan : Pejabat Pembual Komitmen (PPK)

Alamat 1 Jl. Soekamo-Hatta, Malili

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA +

Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/jasa pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian selanjutnya disebut sebagal Pemesan; berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nomor : 37 Tahun 2022 tentang Penetapan
Pembuat Komitmen (PPK-SKFD) Lingkup Dinas Komunikesi, Informatika, Statistik dan
Persandian Anggaran Perubahan 2022, bersama ini memerintahkan kepada:

MNama : TEGUH FEBRIANTO
Mama Toko : Toko Berkah Malili
Alamat » JI. Soekarno-Hatta, Malifi

selanjulnya disebut sebagai PIHAK KEDUAv*
Untuk segera mengirmkan barang dengan memperhatikan ketentuan-kelentuan sebagai berikut

1. Rincian
— e
Harga
No Barang Volume | Satuan Satuan(Rp) Jumlah {Rp)
Meja rapat { Meja + Kursi Rapat 8 . -y
1 |ep acidirop) L 1v" | Paket 4 30,000,000 + 30,000,000
2 | Meja % Biro A 2 /| Buah #2,500,000 * 5,000,000
3 |KursiStaf 2 | Buah | 71,000,000 < 2,000,000
TOTAL ~ 37,000,000
erbilang : Tiga Tujuh Juta Rupia
2. Tanggal barang diterima . selambat-lambatnya tanggal 3 Nopember 2022
3. Wakiu penyelesaian . selama 8 (Delapan) hari kalender..~

4. Syarat-syarat pekerjaan sesual dengan persyaratan dan ketentuan

dalam Sural Perintah Kerja (SPK)
5. Alamat penginman :  Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kab. Luwu Timug”

Malili, 27 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA, +
Pejabal Pembual Komitmen (PPK)~

Fr
|:, i [
BUDAYA PONGDALA P, S.Kom
NIP. 19850418 200802 1 004
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Alnmal  Jdalan Sookarno Hatla Nomer - Makl B2081
Email  Eomindogl uwutinmrknts g i

SURAT PESANAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK & PERSANIIAN

NOMOR DAN TANGGAL SP = 02/PPKI-
KOMINFO/SP/N/2022, 31 OKTOBER 2022

SURAT PESANAN (5I)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mama : BUDAYA PONGDALA P, S Kom
NIP : 198504182009021004

JABATAN : Fungsional Pranata Komuputer (PPK)

Alamat » JI. Sockarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kee. Malili, Kab. Luwu Timur, Provins:
Sulawesi Selatan,

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian,
Nama : HENDRICCO DHARMADI

Jabatan : General Manager PT, SAMAFITRO

NPWP : 01.310.908.7-073.000

Alamat - J1. Ir. H. Juanda No. 8, Jakarta 10120

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang
Dafar Produk PAKET
— M i ' Tanggal

.. Mata Harga | Harga Penpiriman  Total Harga
Rk e Y | Satuan : Kirim E]l:fﬂﬂuh "
ssaoo0l- | | | |
PEP- | ; Rp Rp 30 November Rp
001913867 | 10 | IDR 117660000  1.000.000,00 2022 '18.660.000,00
ok ) | S !
4522100001~ | : i I
PEP- i IRP Rp 30 November Rp
0192715230 [1IDR 56970,000,00 3.250.000,00 2022 83.560.000,00
Wvuew | |
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Tangnl

X Ml Harga Harga , iman  Total Ha

Nama Produk I\unnlllli;llng Satunn Kirim ln:nir -
Produk
4526300001« '
PEP- R R M) November Rp
002744712 p p &
10 DR 4 589.000,00 $00.00000 2022 4 §89.000,00

FeoTank LIIS A4 Wi v’
§1 Allin-One Ink Tunk
Prinker

TERBILANG - Seratus Tujuh Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia
I. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai
dengan total harga dan wakiu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Katalog Elektronik,

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga
barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan
persyaratan yang sama,

c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh
Penyedia;

d  beranggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan
bahwa:

l. barang rusak akibat cacal produksi,

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,

testing, dan pelatihan (apabila ada),
g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang,
b. PEJABAT  PENANDATANGAN/PENGESAHAN  TANDA BUKTI
PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;
¢. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saal pengiriman barang hingga barang
diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
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d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada),

e. Mendapatkan layanan pumnajual sesuai dengan ketentuan garansi
masing-masing barang.

2, Pejabat Pepandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki
kewajiban:

a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di
dalam SP ini;, dan

b. memerksa kualitas dan kuantitas barang,

¢. memastikan layanan tambahan lelah dilaksanakan oleh penyedia
seperti instalasi, lesting, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waklu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-
lambatnya pada (15 Nopember 2022)sejak SP ini diterima oleh Penyedia

3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian PemKab. Luwu Timur.
J1. Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 10 Desember 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP
menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di
dalam 5P ini.
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang vang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana
tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Buki Perjanjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia
atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim
Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang vang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan
Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanpan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan
memberikan penggantian barang selambat-lambatnya @ hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya
layanan pumna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daflar kuantitas dan
harea,
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7. Perpajukan

Penyedia berkewnpiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP  Semua
pengeluaran perpajakan ini dinnggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontruk
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian
nama Penyedin, baik scbagni akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau
pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat
standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distnbusi
barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kena
Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan scbagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk
barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruks
(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a.  SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan  jadwal  pengiriman barang atas  permuntaan  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia
yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi
atas keterlambatan pembayaran sebesar |

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yvang dikirimkan/dipasok
tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam
bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penmandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian dani atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI,
termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI
lninnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12, Jaminan Bebas Cacat Mutw/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah
serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Pumajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Buku Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki amu
mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiiahuan
tersebul
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e Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibal cacat mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan 1 anda
Bukii Perjanjian akan menghitung baya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Buki Perjanjian secarn langsung atau melalu
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukn
Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut Penyedia berkewajiban untuk
membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuat dengan klaim yang
dinjukan secarn tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda HBukt
Perjanjian, Biaya tersebut dapal dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia,

13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabut
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan,
2. pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Central Asia
(BCA) 309-1290888 atus nama PT. SAMAFITRO dan
3, pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya ( 14) hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah

14, Sanksi
a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) han kerja,

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi
melalui e-Purchasing dan 5P ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
dan/atau

3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal
dari harga Barang/Jasa vang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode
penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang
sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dikenakan sanksi administratif berupa:

l. peringatan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

8. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dar Katalog Elektronik (e-Catalogue),
¢. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat  Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar,
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
I. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapal
melakukan pemutusan SP apabila;
o, kebutuhan barangfjasa tidak dapat ditunda melebihi  batas
berakhimnya SP,;
b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhimya
pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekegaan,
c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhimya
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pelaksanaan  pekeruan, Penyedia  Barang/Jasa  tidak  dapat
menyelesnikan pekerjnan,

d. Penyedia lnlaifcidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidok memperbaiki kelnlaianmyn dalom jangka wakiu yang telah
ditetapkan;

¢ Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atay pemalsuan
dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang, dan/atau

{ pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atay
pelanggaran persaingan  schat dalam pelaksanaan  pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya ( 14) hani kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP
secara lertulis kepada Penyedia.

¢. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapal melaksanakan
pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP,

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal
mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau
Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana  pemutusan SP  secara  tertulis  kepada  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana
tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam
8P menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya
Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) han kalender
sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang
berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

¢. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian pam pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan
Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Persclisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang

timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan, Jika perselisinan tlaak dapat diselesalkan secara musyawaran maka

perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negen
dalam wilayah hukum Republik Indonesia
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19, Lorangan Pembenan Komisi

Penyedin  menjamin  bahwa  tidak  sotu  pun  personil  satuan kerja  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukli Perjanjian telah alau akan menerima komis
dalom bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lninnya baik langsung maupun
tidak langsung dari 8P ini. Penyedin menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini,

20, Masu Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan
sclesainya pelaksanaan pekerjaan.

Tanggal 31 Oktober s/d 10 Desember 2022

pemikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing
memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Dinas Komunikasi, Informatika & SP , Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(PPK) ./

//

BUDAYA PONGDALA P, S.Ku-ptl’
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